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PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kewajiban Mempekerjakan Penyandang

-
Disabilitas Pada Pt Indofood Sukses Makmur® Berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ”, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Adaham hsb
NIM : 12020716694
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munagasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.
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PENGESAHAN PEMBIMBINC

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru, Desember 2024
/e
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Mhd Adaham Hsb

o

Assalamu’alaikum. Wr. Wh

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan
seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Mhd Adaham
Hsb yang berjudul “Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada
Pt Indofood Sukses Makmur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan
Penyandang Disabilitas”, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas
dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

,/

Roni Kurniawany, S.H., M.H
NIP : 198601212023211014

Dr.H. Abu Samah S.H., M.H
NIP : 196720230627211004
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Lampiran Surat:
Nomor  : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mhd Adaham Hsb

NIM 0 12020716694 /.
Tempat/ Tgl. Lahir . Padanggarugur , 05 April 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : S1 Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya IImiah lainnya* “Kewajiban

Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada PT Indofood Sukses Makmur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1.

(]

Penulisan Disertasi/Fhesis/Skripsi/Karya—Hmiah—lainnya*  dengan judul
sebagaimana disebufRan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya

sendiri.
Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Fhesis/Skripsi/Karya—Hmiah lainnya* saya ini, saya
sampaikan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disenasi/iFhesés%Skripsi/(Kam—Hmiah—laimya*) saya tersebut, maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan

tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 desember 2024
__Yang membuat pernyataan

Mhd Adaham Hsh
NIM. 12020716694

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis
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ABSTRAK
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2= E&
§/I§han§jnad Adaham, (2024): Kewajiban mempekerjakan penyandang
© o [e disabilitas pada PT Indofood sukses
3 3 é makmur berdasarkan peraturan daerah
23 o provinsi riau nomor 18 tahun 2013
e B tentang perlindungan dan pemberdayaan
et = penyandang disabilitas
= g Eetenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
gegbarg.man nasional yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar
gegara Fepublik Indonesia tahun 1945. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan
flan perfghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kesempatan kerja tidak hanya

=]

peruntukan untuk masyarakat biasa saja atau kategori non difabel, penyandang
isabilitd® juga memiliki kesempatan yang sama atas pekerjaan. Dengan adanya
raturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan
)an Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 11 sebagai dasar hukum
ajibnya perusahaan—perusahaan termasuk PT Indofood sukses makmur
ekanbaru untuk mempekerjakan penyandang disabilitas namun peraturan
rsebut belum terlaksana.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewajiban perusahaan dalam
mempekerjakan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
giau Nomor 18 Tahun 2013 di PT Indofood sukses makmur Pekanbaru. Serta
manfaat bagi masyarakat yakni sebagai wawasan yang bisa mendasari aktivitas
germanfaat dalam bernegara. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu

enelitian yang bertolak dari suatu peraturan yang ada untuk dilakukan peninjauan
%rhadagasejauh mana peraturan tersebut dilaksanakan dalam kehidupan nyata.
@ata ya.:i‘gg diperoleh baik itu data primer dan sekunder kemudian dianalisis dan
giteliti secara mendalam untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang utuh
Sebagai (f;fawaban atas permasalahan yang diangkat.

e Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kewajiban perusahaan
gtau PT Indofood sukses makmur Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah
I':‘rovinsERiau Nomor 18 Tahun 2013 dalam mempekerjakan disabilitas belum
terlaksana. Penyandang disabilitas harus melewati tahapan yang rumit. Prosedur
formal ai dinas tenaga kerja kota pekanbaru sebagai tahap awal uji kelayakan
penyan@ng disabilitas dapat bekerja dan prosedur sepihak dari perusahaan dalam
merekrut pekerja serta perusahan-perusahaan tidak tertarik pada pekerja
disabilitas, sehingga keadaan ini merupakan hal sulit bagi penyandang disabilitas
mempetaleh pekerjaan. Untuk itu diharapkan banyak partisipasi dan kesadaran
kolektifthaik pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk mengatasi keadaan ini
dan disgesaikan sebaik mungkin.

Tm

'S

ousugRdmRISU

V)
=-Kata Kunci: Kewajiban, Penyandang Disabalitas, Pekerjaan,
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% Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan
S =
Q =
kEnat gan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan umat

BEgpun

nja@ masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap
c

engoranan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi
QO

ejey yron|es rgie ueifeqes diynbusw buesejiq *|

llah SWIT.
QO

=
Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana

egue) 1ul sin)

ukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan

gruawl

kripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik

cara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya

P uesguNju

enulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya

Fuswoe

&
gepada%
g 1. z;é\yahanda Abdul Haris Hasibuan dan ibunda Roilan Harahap, yang telah
% @emberi cinta dan keikhlasan atas pemenuhan segala kebutuhan selama
E::UIiah kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Prodi llmu Hukum
=
%kultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. é’}apak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajaran
g:ang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu
5&3 UIN Suska Riau.
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10.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta

©)
Jajaran yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
QO

-~

Ketua Program Studi Illmu Hukum, Bapak Dr.Muhammad Darwis,
©

—

S.H,M.H, dan Sekretaris Program Studi IImu Hukum Ibu Dr. Febri
3

;Eéndayani, SH.MH,

%mbimbing Akademik bapak Rudiadi S.H, M.H yang telah banyak
gemberikan bimbingan dalam proses perkuliahan ini.

é;erta Staf Program Studi llmu Hukum, yang telah banyak membantu
éélam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Roni Kurniawan, S.H,M.H selaku Pembimbing | dan Bapak , Dr.
Abu Samah S.H,M.H, selaku Pembimbing Il yang telah memberikan
bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

Bapak /lbu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua
iuljmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan
genulis di masa mendatang.

gindar Muda Hasibuan (Bro / my brother) adalah investor yang selalu
@endukung proses perkuliahan dan bisnis harian yang diagendakan.

=]
Khoirul fadly, Rizqy putra perdana sebagai mahasiswa Uin Suska Riau

]

dan Unri yang menjadi sahabat terbaik dalam perjuangan meraih gelar
Q

gendidikan ini.
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Im_mu_unm.w.::a:mmm Undang-Undang

1k %_m_‘m:@.Bm:W:U sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Hak Q_u% Dilindungi c:aM.m.anzu

1. Dilarédg mengutip selfdgianlatau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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©H m.or cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak O.FMN Dilindungi Undang-Undang

1. Dildrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AV VYSAS NIN

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

S &
=)
\n/ﬂ BAB I

r ©
S EE PENDAHULUAN
T o
1y =
.21 at&r Belakang Masalah
3 o
(= ~—
@ ; Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
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§pempangunan nasional yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar
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28 B undang-undang dasar tahun 1945 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara
ber%k atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam
undgﬁg-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 pasal 3 point b yakni
menjamin setiap warga memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Tenaga kerja mempunyai peranan, kedudukan yang sangat penting
sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor

13 tgnhun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 menjelaskan pengertian

Lol

tenag‘a kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

—
»

menghasilkan barang atau jasa. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting, tidak

han{é untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan
=]

dan Eésejahteraan seluruh masyarakat.

Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja ialah

0 A3181

deng"ﬁn menempatkan tenaga kerja di luar negeri maupun di dalam negeri (lokal).
=

Sepgti yang tercantum dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018
wn

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang

Penéﬁlpatan Tenaga Kerja Lokal yang terdapat pada pasal 1 ayat (11) bahwa
%)

nery wis
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tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kota Pekanbaru dan

i*"men%iki Kartu Keluarga atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru.

é % Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami
gpenﬁunan. Penurunan tersebut dari 555,138 jiwa ke 536,857 jiwa dan mengalami
%peniggkatan kembali sebesar 570,146 jiwa pada tahun 2022. Angkatan kerja
‘fcadalg_; penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya
gpeke?jaan tetapi sementara tidak bekerja mencari pekerjaan. Untuk Penduduk

Usi%Kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar
851%69 jiwa sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 871,441
jiwa.C Kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi
892,176 jiwa'.

Kesempatan kerja tidak hanya diperuntukan untuk masyarakat biasa saja
atau kategori non difabel, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang
sama atas pekerjaan. Dengan begitu lowongan pekerjaan yang ada juga dapat
dim't'}jki oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diartikan sebagai

Y
kelo;ﬁmok minoritas yang rentan terhadap diskriminasi serta hak-hak mereka
seri% tidak terpenuhi.?

;é Penyandang disabilitas merujuk kepada mereka yang memiliki

Pt v

<
ketegbatasan fisik dibandingkan mereka yang normal. Sejalan dengan itu

Pt o

ditefbitkan peraturan perundang-undangan sebagai langkah pemerintah untuk

wn
mengintervensi permasalahan terkait penyandang disabilitas melalui Undang-

4Ag ue

‘E,Quen laila, Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Berdasarkan

Peraturag;Daerah Provinsi Riau No 18 Tahun 2013, UIN SUSKA Riau 2023.

o Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan

Pelaksan@'n Oleh Pemerintah Daerah,” Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): h 131.

nery
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_\/ﬂ Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.*Penyandang

s ©
%dlsaﬁilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan

g O
;ésetlacp orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau

3 ©
§sen30r|k dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

3

apat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh
-~

un-ﬁuegfln 1

dangefektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Buep

Kerﬁ@ldian ditentukan ragam penyandang disabilitas, yakni penyandang
»

disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas

integktual dan penyandang disabilitas sensorik. Pada pasal 5 ayat 1 huruf a

sampai v, ada 21 lebih hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas termasuk hak pekerjaan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q
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Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada pasal 11 ayat 2
mer§atakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabgpaten atau Kota, BUMN, BUMD, UMKM dan badan usaha lain

=
merpekerjakan sekurang kurangnya 1(satu) orang pegawai penyandang

JJaquuns ueyingaAusaw uep ueywnyuesusw eduey Ul sin} eA1ey yninjes neje uelbeqes diynbusw Buele|iq ‘|

n

disaBilitas untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.

Berdasarkan data Dinas Sosial kota Pekanbaru tahun 2023 terdapat

AJISIDA

1.130 penyandang disabilitas yang tercatat di 12 kecamatan. Kemudian

ng

berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru terdapat 974 orang

penyandang disabilitas. Dari data tersebut terdapat 295 orang penyandang
V)

-
,...

3KAnanta Refka Nanda and Ratna Herawati, “Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang
Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
3, no. 3 (2021): h 325-36.
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= S

dlsabilitas dikategorikan dapat bekerja di kota Pekanbaru. Namun dari jumlah

X

c_";tersebut hanya 36 orang penyandang disabilitas yang sudah bekerja.

°

§ 9. Perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru memiliki jumlah
gkary’a'wan hampir ribuan orang yakni 953 orang karyawan, dengan jumlah
2

[

aryaWan tersebut seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau

pu% -Gue

orﬁ‘er 18 Tahun 2013 pasal 11 ayat 2 sudah mempekerjakan minimal 9

Bue

penyéandang disabilitas. Namun jumlah penyandang disabilitas yang bekerja
dip%uwhaan tersebut hanya berjumlah 3 orang berdasarkan pemaparan data
yangj-?-disampaikan oleh kepala bidang pembinaan, penempatan dan perluasan
kesefnpatan kerja Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru. Tidak jarang juga
terjadi bahwa laporan dan kenyataan dilapangan itu berbeda. Laporan
perusahaan menyatakan jumlah karyawan penyandang disabilitas sudah
dipenuhi namun kenyataan dilapangan tidak sesuai.

Observasi yang dilakukan di instansi pelaksana atau unit pelayanan
bagipenyandang disabilitas di Dinas tenaga kerja kota pekanbaru pada tanggal
6 s%tember 2024, perusahaan dimaksud belum sepenuhnya melaksanakan
pera@fyran yang ada. Bidang pembinaan, penempatan dan perluasan
kesémpatan kerja Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru yang dikepalai oleh
Abcé.l Rahim menyampaikan beberapa fakta dilapangan terkait permasalahan
ini,‘gahwa penyandang disabilitas yang dikategorikan bisa bekerja, disertai
rek&fnendasi dari berbagai instansi dan tentunya karena kewajiban perusahaan
berdasarkan peraturan yang ada belum cukup untuk menjadikan pemberian

<
pekérjaan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Penyandang disabilitas

jugae'cenderung pada keadaan untuk pasrah menerima nasib dan melihat

nery wis®y j
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keadaan bahwa masih banyak orang normal yang berpendidikan juga masih

©
esufitan dalam mendapatkan pekerjaan®.
QO

: Penyandang disabilitas dengan keadaan fisik yang tidak sesempurna
©

dan;gekuat orang normal pada umumnya tetap memiliki keinginan kuat untuk

enﬁapatkan pekerjaan. Rezi termasuk penyandang disabilitas yang sudah

eruiang kali melamar pekerjaan di berbagai perusahaan di kota Pekanbaru

pu%_ﬁuepun 1Bunpuija e;d!:)??_eH

§narr}y;n ditolak dan pernah bekerja selama dua bulan di perusahaan
c

mininarket ternama sampai akhirnya berhenti dan terakhir kali bekerja di
Q

peruSahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru selama dua minggu sampai
akh%nya memilih untuk berhenti dari pekerjaan®.

Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang dirasakan penyandang
disabilitas sebanding dengan kesulitan yang akan mereka hadapi ketika
bekerja dalam suatu perusahaan. Penyandang disabilitas tidak terlalu
dibedakan dengan karyawan yang lain dalam memaksimalkan kinerja dan
memiliki tanggung jawab yang sama dengan karyawan lain non disabilitas.
Tun:;tan pekerjaan tersebut yang membuat mereka akhirnya memilih untuk
tidag- lanjut bekerja dan memilih mencari pekerjaan yang dianggap lebih

=
mudgh dan sangat memperhatikan sisi kekurangan penyandang disabilitas®.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis tertarik mengangkatnya ke

IdATUN)

dalam  penelitian  berjudul “KEWAJIBAN MEMPEKERJAKAN
<

PENYANDANG DISABILITAS PADA PT INDOFOOD SUKSES
w

MAKMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

g ue)

JjiLfe

~\Wawancara, Abdul Rahim Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 6 September 2024.

Wawancara, Rezi, Penyandang Disabilitas Pelamar Kerja, 12 September 2024
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PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG

I ©

%PEI}I__INDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
2

gDIs;iBILITAS”

5 ©

.5Bat tasan Masalah

c 3

§ — Penelitian ini berfokus pada kewajiban perusahaan memberi pekerjaan
3 -

[(e]

gbagF penyandang disabilitas di perusahaan Indofood Sukses Makmur
[« %

Bue

Pekgmbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 tentang tentang
perl%dungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan apa faktor yang
mergédi penghalang dalam mendapat pekerjaan bagi penyandang disabilitas
dala?n penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja kota

Pekanbaru dan perusahaan terkait.

Rumusan Masalah

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q
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1. Bagaimana kewajiban memberi pekerjaan bagi penyandang disabilitas di
perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru berdasarkan Peraturan
%aerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang tentang perlindungan
@an pemberdayaan penyandang disabilitas?

2. gpa faktor yang menjadi penghalang penyandang disabilitas dalam

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuegyew edue) 1ul sin} BAIBY Yynin|es neje uegﬁeqas dingGuaw Bueseq |

@emperoleh pekerjaan di dalam penelitian ini?

o

<
Tujgan Dan Manfaat Penelitian

< Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

S Jo

mengetahui kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas .

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

~
Tuj@n dari penelitian ini adalah:
<
1. lf:intuk mengetahui  bagaimana kewajiban perusahaan memberikan

A
pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan Indofood Sukses

nery wr
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Makmur Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau no 18

©
tahun 2013 tentang penyandang disabilitas.

.ntuk mengetahui faktor yang menjadi penghalang bagi penyandang

adiTye

sabilitas dalam memperoleh pekerjaan di perusahaan tersebut.

glw

edangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

tuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum, terutama

Buepﬂrﬁue&un gﬁunpumg}e;d!o yeH

BS NN

enyangkut masalah pelaksanaan kewajiban perusahaan memberikan

kerjaan bagi penyandang disabilitas.

N
nBIYyBYS

bagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian
mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan pekerjaan bagi penyandang
disabilitas pada masa yang akan datang.

3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan

sebagaisumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

nery wisey JireAg uejpng jo AJISIaAIU) dIWeR[S] 3)e3l§



‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

VY YNSAS NIN
()

&

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

)

'cc;l)

ozl

\

:Jaquins ueyingaAusw uep uesjwnjuedsusw edue) 1ul sin) eA1ey yninjes neje uelbeqes diynbusts Buele|q |

I
BAB |1

I ©
3 E KERANGKA TEORETIS
i B
=) Q) .
.gKesgl ahteraan Sosial
a

QO
“z 5 Kesejahteraan  sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya
s =
2 =
§keb5fuhan hidup vyang layak bagi masyarakat sehingga mampu
c |[E
%menﬁembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat
@ o

dila;@kan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk
pela;man sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan
perl%dungan sosial.” Menciptakan kesejahteraan bagi semua warga adalah
tugas pertama dan utama setiap pemerintahan.

Hal itu merupakan legitimasi sebagai penyelenggara negara yang
berwenang untuk mengelola semua sumber dalam perekonomian, untuk
digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.® Hal ini karena pada
pring’pnya merupakan konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri

V)
dari®serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi

@

keh@?upan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah,

pemé?rintah daerah, dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan

kese]:;elhteraan sosial dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan

sosigl. menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan
=N

bersaiqergi sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat

~
meningkat.
(0]
<

1+
E‘b‘(luhammad lukman, Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial

Tantang%dan Strateginya, (Malang :Inteligensia Media, 2020), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 2.

» Muhammad Taufik, Hukum Kebijakan Publik Teori Dan Praksis, (Yogyakarta :

penerbit tanah air beta, 2021), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 27.
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Kesejahteraan sosial sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 11

%tahg 2009 merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan
2
;C)’_sosi;l warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
3 ©
%sehiggga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian pada pasal 4 ayat 2
gdijet_éskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka
gyanémemiliki kondisi kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan
Qmer‘gliki kriteria masalah sosial antara lain kemiskinan, keterlantaran,
>
kec%atan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku. Seiring
0]

dendan kemajuan dibidang kesejahteraan sosial yang dicapai selama ini,
disadari pula bahwa keberhasilan bangsa Indonesia ternyata masih diwarnai
permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Memasuki tahun 2010 Bangsa
Indonesia masih tetap dihadapkan pada permasalahan kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketuna sosial dan penyimpangan perilaku,
keteﬁ)encilan, korban bencana dan tindak kekerasan, baik masalah yang

()

bersifat primer maupun akibat atau dampak nonsosial, yang belum
V)

=
sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Undang-undang nomor 11 tahun 2009 merupakan hasil dari ratifikasi

IdATUN)

atas=konvensi internasional tentang hak hak penyandang disabilitas atau
S

dike&al sebagai the convertion of the rights of persons with disabilities

=
(CPRD). Konvensi ini ada sebagai puncak upaya penghormatan, perlindungan

dan%’)emenuhan hak hak disabilitas telah menjadi bagian pergerakan sosial
sejagé berpuluh dekade lalu, utamanya di belahan dunia utara. Berawal dari

%)
»
perlgwanan atas dominasi model medis disabilitas atau dikenal sebagai model

nery
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individu menjadi model sosial, hingga akhirnya ada pengakuan atas harkat,

bat dan hak-hak disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia.’

B O

ar

e

Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial telah menjadi perhatian

e1dgo ye

asional. Diasumsikan bahwa kemajuan bangsa ataupun keberhasilan

emerintah  tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya pembangunan

nx%lw

asigwal. Kegiatan pembangunan telah dilakukan oleh beberapa pemimpin
penfgrmtahan sejak pasca kemerdekaan tahun 1945. Namun demikian, harus
dlaky setelah beberapa kali pemerintahan berganti, taraf kesejahteraan rakyat
Ind(?‘;\esia masih belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu
terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum
mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya.

Pada pasal 28 H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa
setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
diri@a secara utuh sebagai manusia bermartabat. Lebih lanjut pada pasal 34

ayaéZ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa negara

mer%;embangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

mer’é:berdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

mar%bat kemanusiaan. Kemudian pasal 27 ayat 2 menyebutkan tiap tiap
<

Wargog negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kerr%nusiaan. Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum pembentukan

Su

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

ISEy Jix

wlshak Salim, Memantau Pemenuhan Hak Hak Disabilitas, (Jakarta : Bappenas, 2021),

cet. Ke- lBjIhd 1,h. 2.
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Penegakan Hukum

g g Penegakan hukum adalah proses mengupayakan penegakan dan
&

gmenij;dikan norma-norma hukum itu berfungsi secara nyata sebagai pedoman
=

gberp%rilaku dalam hubungan-hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara.
§Dalz§h arti luas penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam
é:seti% hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau
‘gmelgf(ukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan pada

(7))
atur;j] normatif yang berlaku itu artinya dia sedang menegakkan hukum.

g Dalam arti sempit penegakan hukum itu merupakan upaya aparat
penegak hukum menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan
sebagaimana mestinya. Apabila diperlukan aparat penegak hukum bisa
menggunakan upaya paksa. Dalam pengertian luas penegakan hukum
merupakan nilai-nilai keadilan dan norma-norma kemanusiaaan yang hidup
f.10

dalam norma norma positi

Dalam hal ini termasuk dapat diartikan Dinas Tenaga Kerja Kota

S| 23elg

Pekanbaru yang merupakan instansi dibawah pemerintahan kota pekanbaru
8

yan&‘c" bertugas untuk menangani permasalahan terkait ketenagakerjaan

u

termasuk bagi penyandang disabilitas sebagai lembaga penegak hukum.

I9

Gustav radbruch seorang filsafat jerman mengatakan bahwa untuk

o
<
=4
menggakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur
=

I

kep@tian, kemanfaatan dan kepastian’’. Aparat negara yang menjadi
wn

gliek

= Umar Anwar, Pengantar llmu Hukum, ( Aceh :Yayasan Penerbit Muhammad Zaini,

2021), C& Ke- 1 jilid 1., h. 53

B'ibid
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pemangku penentu kebijakan publik yang dibayar melalui uang public atau

termgésuk untuk mendapatkan hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Penegakan hukum yang mementingkan kemanfaatan
dan keadilan merupakan suatu keberuntungan bagi setiap lapisan masyarakat

yang ada terutama bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas

s ©

% ?,oajaﬁ dan penerimaan negara harus bertanggung jawab kepada public

o 2

‘g r:_r:):termasuk melalui penegakan hukum formal yang baik.'?> Sama halnya dengan

S 5

] a ©

% §keadaan masyarakat yang berbeda atau sangat majemuk, baik secara suku,

% c 3

3 2kebutlayaan, agama maka pemerintah dalam membentuk dan menegakkan

§Egd

8 gsuatg peraturan harus berdasarkan asas-asas keadilan yang hidup dalam
Q

(.70r >

? = mas¥arakat itu sendiri.*®

= »

=)

@ © Penegakan hukum diarahkan kepada kepentingan kemanusiaan

S Py

a

s

S,

S

(&

2

»

%

&

Y

S

termasuk bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang diartikan sebagai orang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang
kare%a suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan
fun%i sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara
meniédai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa

=1
kerr&:ékinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan,

-t
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~ Sobirin Malian, Kebijakan Public Dalam Negara Hukum, (Yogyakarta: kreasi total
media, 2021), Cet.Ke-1, jilid 1, h. 68.

= Abdurrazak musahib, Sosiologi Hukum, (bandung: media sains Indonesia, 2022), Cet.
Ke-1, jI|I§‘1 h. 114.

= Muhammad Lukman, Op. cit, h. 13.
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£
)

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung

I ©
Zpadarberbagai faktor dan keadaan masyarakat, disamping itu, fungsi hukum
T O
;c’qdala;gw masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat
5 o
c§Ldz;1Ia;Ti1 masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat yang belum maju hukum

16

. 3
ebif berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan
-~

-Buepun

p_lcl)n

enépaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam

Bue

masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih
»
berjgrak dengan konteksnya. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat
yaitgsifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana
hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang
bersifat aktif yaitu sejauh mana hukum itu dapat hukum itu dapat berperan
aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan
yang terencana, dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah

masyarakat™.

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat

S| 23elg

yaitg” dapat berupa hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum
=

-

tert@s dapat berupa undang —undang atau yurisprudensi sedangkan hukum
=]

tidaE.tertuIis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi

atau%un yang telah dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan
Q

dinafika masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu

Y
diap;fgkasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena

Abdurrazak Musahib, Op. cit, h 112

nery wgsey jrrek
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walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada,

X

?;nak? hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

X

% ; Hans Kelsen menjelaskan adil jika suatu aturan diterapkan pada semua
©

gkasg dimana menurut isinya aturan itu memang harus diaplikasikan, tidak

gadilijka suatu aturan diterapkan pada satu kasus, tetapi tidak pada kasus lain

«Q

gyanggsama. Misal pada penyandang disabilitas yang melanggar aturan rambu

=]

Qlalu(ﬁntas akan langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan mengetahui
-~

oran% tersebut penyandang disabilitas, namun petugas hanya fokus pada
pelaiiggaran dan tidak mempertimbangkan keringanan hukum atau bahkan
memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas tersebut.

Dalam ketentuan pasal 28 H ayat 2 UUD tahun 1945 menegaskan
bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang”
untuk dilindungi hak konstitusionalnya dalam konteks setiap orang maupun
sebaC%ai warga negara. Begitu juga dengan peraturan perundang- undangan
yané; lebih rendah yang banyak dan tersebar mengatur terkait penyandang
disaglitas yang membuktikan bahwa isu disabilitas sangat substansial. Namun
kem@ali lagi kepada pelaksanaan, tidak jarang ditemukan penyandang

=]

disaﬁilitas masih tetap dalam posisi menanti uluran tangan pertolongan atau
-t

dalam artian hak mereka tidak terpenuhi.*®

Qo
-

Hakf:nAsasi Manusia

e}

3) Hak asasi pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan

<
untLﬂk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan
-~

—]

? Fajri nursyamsi, Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi Hukum

Dan Kebgakan Indonesia, 2019), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 32,

nery
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dan atau agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi.'’Seperti

aIr§a negara negara berkembang hak asasi manusia (HAM) menjadi
em;l;ahasan yang hangat di indonesia. Dalam UUD 1945, norma HAM
merzpunyal dua posisi, yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu (leistern)
ag%ukum positif untuk mencapai cita cita perlindungan HAM dan sebagai
or@a penguji Undang-undang atau hukum positif apakah selaras dengan

semghgat HAM. Konsepsi HAM di Indonesia adalah menempatkan
»

kesgmbangan antara hak dan kewajiban, individu dan masyarakat, masyarakat
dangbemerintah sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar seluruh
komponen bangsa dan negara.*®

Perkembangan konsep konsep HAM telah membawa perubahan yang
cukup besar terhadap pandangan dalam lingkup internasional dan hukum
nasional. Perkembangan HAM ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat
dunia internasional untuk membentuk suatu sistem hukum yang humanis dan
mergperhatikan hak- hak individu. Sedangkan norma HAM yang terkandung
did%lm UUD 1945 yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum
posi@f untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan sebagai norma
penéﬁji Undang-Undang atau hukum positif apakah telah selaras dengan
seméhgat HAM. Sebagai leistern norma HAM yang terkandung dalam UUD

Q
dapét,“ berfungsi regulatif maupun konstitutif menentukan tanpa semangat

y1iedg uejn

= Arifin Firdaus, Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan, (

yogyakar% Thafa Media, 2019), Cet. Ke-1, jilid 1, h .61.

5 Ibid

nery t



AV VYSAS NIN

I,U

B

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

b

D'/U‘— 16

1t

?

)

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

HAM dalam UUD atau hukum positif akan kehilangan makna sebagai hukum

%/ang;bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.

2

§ ; Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila
gm rgfandang, kedudukan individu sangat sentral sekali terhadap negara.
glndlgldu tidak subordinat terhadap negara. Negara hukum Indonesia mengenal
3 ~

j:danEmenjamin HAM vyang bukan ekspresi individualisme dan atau
o Z

@

koleéotivisme. HAM di Indonesia adalah dalam keseimbangan dengan
keV\é]'iban asasinya sebagai anggota masyarakat. Dalam teori hukum barat
HA@ adalah unsur terpenting. Negara harus menjamin persamaan Setiap
indi\C/idu dalam negara termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan
hak asasinya. Hal ini menurut Rukmana Amanwinata merupakan suatu
konsekuensi, mengingat negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu
untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang
penguasa. Atas dasar itulah, maka negara atau penguasa tidak boleh bertindak

sewemang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Berbicara HAM dan Demokrasi adalah menarik, sebab didalamnya

eS| 33€)

terdapat negara, pemerintah, masyarakat, yang menghargai HAM. Berkaitan

o1

den%&n hal ini Scott Davidson menyebutkan “HAM itu tidak hanya berkaitan
den%n proteksi terhadap individu dalam menghadapi otoritas pelaksana
neg%a atau pemerintah dalam bidang- bidang tertentu kehidupan mereka
teta|ac_'1J juga mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara atau
pem%rintah dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka

s
sepeauhnya”.

nery wisey|
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£
)

Makna HAM dalam perspektif Indonesia, dapat dilakukan melalui

£ ©
%orosis pencarian yang panjang. Masalah HAM yang dihadapi oleh Indonesia
T O
;&ldag anya sekedar soal definisi, namun juga berkaitan dengan pemahaman
3 ©
§terha:dap ide ide dasar HAM, asal usul, substansi, dan mekanisme penegakan

3
AM. Berkaitan dengan pemahaman bangsa Indonesia terhadap HAM,
-~

-Sueiun 1

eteﬁpan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM antara lain

Buep%n

r&atakan pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. hjiak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada
éérbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang
Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat
kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat
manusia.

2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama

w»
Lol
%npa membedakan jenis kelamin, warna kulit,kebangsaan, agama, usia,

Ll

ﬁ’andangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian
=

atau perampasannya mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat

)

sebagai manusia. Sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan

erannya secara utuh.

=
@jo Zrs1d

ngsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan

inamis yang pelaksanaanya berkembang dalam kehidupan masyarakat,

e2)n

rbangsa dan bernegara.

nery wisey JuIEKg
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Penyandang disabilitas termasuk golongan yang mempunyai hak,

akan individu, masyarakat dan harus mendapatkan keharmonisan dari

g0

er

9> e;dgquen

e

egala hubungan timbal balik yang ada pada suatu negara sebagai wujud

unpuj!
gid|

komitmen penegakan HAM. Hal itu bisa diupayakan melalui pemberian

|ul

ekerjaan yang layak sebagai bagian dari upaya mensejahterakan dan

ggun 16
<

enghidupkan hak-hak asasi kemanusiaan sesuai dengan amanat peraturan

NN

6uep§n-5u

yan&’ada. Pihak perusahaan juga dituntut untuk taat pada aturan yang ada dan
(7))

2
mampu mengimplementasikan organisasi bisnis yang mengutamakan kualitas

Py
keh@l‘upan kerja sebagai prinsip yang mengedepankan penghargaan terhadap

kemanusiaan dalam lingkungan kerja.™

Penyandang disabilitas juga terpaksa menanggung beban stigma
negatif dan diskriminasi baik di ranah publik maupun akses publik.
Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang tersingkirkan dari dunia
kerja dan fasilitas publik. Pemerintah menjadi garda terdepan yang paling
berté’nggung jawab dalam menghilangkan atau meminimalisir stigma negatif
yan% membudaya serta perlakuan diskriminatif yang berdampak pada
peleéehan terhadap hak asasi kemanusian. Selain itu aksesibilitas menjadi
tunté?an penting dalam layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.
TujL:%n aksesibilitas adalah mempermudah penyandang disabilitas dalam

mef@xsanakan aktivitas sehari-hari dan kesempatan yang sama dalam
L 2

merdperoleh pelayanan publik yang layak. Pada kenyataannya betapa sulit

&) Jrredg uej

Ramiati, Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Motivasi Kerja dan Kompensasi,

IS

(Semarang : Stiepari Press, 2023), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 7.
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penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak akses fasilitas publik,

X

:”;perlg_pdungan hukum, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.?

T o

;éHakaMendapat Pekerjaan

2 |5

§ © Tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan oleh
2 g

[

Ssuattr negara dalam proses pembangunan nasional jangka pendek dan jangka
3 ~

Spanfang selain faktor modal dan sumber daya alam. Salah satu latar belakang
& =z

@

Iahi:cnya undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah
kara:‘fa beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini
terrrgilsuk sebagian yang merupakan produk kolonial menempatkan pekerja
padaC posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga
kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan
dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan masa kini. Dengan adanya undang undang ini diharapkan dapat
menegakkan dan melindungi hak-hak pekerja.?*

o~ Rasio antara lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang tersedia
S
tidak seimbang mengakibatkan tingginya persaingan untuk memperoleh

—
»

pek@?jaan. Hal ini mengakibatkan perlakuan atau kesewenang wenangan

perr‘:ffzeri kerja terhadap tenaga kerja yang mengindikasikan adanya

22

kesefjangan sosial yang tak berkeadilan.” Keadilan sosial di bidang

JISISAIU

peketjaaan dapat diwujudkan dengan cara menjamin perlindungan bagi tenaga

8J[nS jo

= Ahmad Bahrul Hikam, Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al

Quran, (Malang : Madza Media, 2023), Cet.Ke-1, jilid 1, h. 173.

Istifarroh and Widhi Cahyo Nugroho, “Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan

Pekerjaan:;Dl Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara,” Mimbar Keadilan 12, no. 1

(2019): hé,\

Asri Wijiyanti, Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan, (Surabaya: PT Revka Petra

Media, 2@9) h.27.

nery
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kerja dari para penguasa perusahaan atau majikan melalui regulasi dan

%oera:f?uran hukum yang ada. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh dapat
édlllh;_;t pada alinea ke empat pembukaan undang-undang dasar 1945 dan pasal
§27 a% t 2, pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2. Perlindungan terhadap pekerja dapat
gdllagukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan
éﬁalan;meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan
@

sosiagl ekonomi melalui norma yang berlaku.

»

® Secara umum ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi,
diarfgéranya: hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat,
dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk
diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas
rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati. Secara yuridis kedudukan
pekerja atau buruh adalah bebas dan seimbang namun pada praktek, posisi
pemberi kerja dengan pekerja sering dalam keadaan tidak seimbang. Beberapa
harr%atan permasalahan masih ditemukan, antara lain: faktor regulasi, faktor
budgya baik pekerja, pemberi kerja maupun penegak hukum. Walaupun secara
teorEis pemberi kerja dan penerima kerja seimbang kedudukannya, namun

=]

dalam prakteknya berbeda.

Sifat hukum ketenagakerjaan dapat bersifat perdata dan bersifat publik.

0 A31813

Dikatakan bersifat perdata adalah karena mengatur kepentingan perorangan
=

dala:ﬁ\ hal ini antara pekerja dan pengusaha, yaitu dimana mereka mengadakan

wn
suatil perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja,sedangkan mengenai

jux

hukam perjanjian sendiri terdapat atau diatur dalam KUH Perdata buku ke I11.

nery wise
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)

Bersifat public adalah dalam hal tertentu pemerintah turut ikut campur dalam

©
asdah ketenagakerjaan dan adanya sanksi pada setiap undang undang atau

°3"e”

erazjran perundang undangan ketenagakerjaan.?

Undang undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2013 tentang

epun 1Bunpuiiig exdi
1w eydi

erlindungan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas
-~

un-bue

terd%at pada penjelasan pasal 5 yang menyatakan ‘“setiap tenaga kerja

Buep

rf.ﬁ)unyal hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan
penghldupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama,
dangliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang
bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas hak atas pekerjaan terdapat pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan

oleh Pemerintah maupun Swasta tanpa diskriminasi serta memperoleh upah
w»

Lol

yanQ:,sama dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama serta tidak

dibef:hentikan dari pekerjaannya dengan alasan disabilitas. Tetapi Penyandang
=

disagilitas banyak yang menjadi pengangguran karena Hak-Haknya belum

=]
sepe:giuhnya terpenuhi, banyak sekali perusahaan yang sengaja menolak dalam

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

haIEmeIamar pekerjaan karena mengalami disabilitas. Hak-hak lain
Q

penﬂéndang disabilitas dalam Ketenagakerjaan juga tercantum dalam Pasal 45
=

sam§ai dengan Pasal 54 Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun

S

N
=
oX

nery WIS JIIt

ni Parlin, Hukum Ketenagakerjaan (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), Cet. Ke-

N O
NG

1, jilid 1,
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£
)

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia harus dilakukan secara

%nkl?}sif, artinya siapa saja dan apapun kondisinya berhak mendapat akses ke
X

;épend_;;dikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun dalam
2 S

%kengétaannya, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan disabilitas masih
gsanét sedikit. Padahal mempekerjakan penyandang disabilitas adalah amanat
é:UUgNO.B Tahun 2016. Dalam menangani disabilitas sesungguhnya bukan
@ o

hanya di bidang ketenagakerjaan. Tetapi juga harus bersinergi dengan seperti
-

Q
Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Asosiasi Pengusaha Indonesia

(Ap%do) dan serikat pekerja/serikat buruh. Seharusnya pemerintah juga secara
rutin menggelar bursa kerja khusus penyandang disabilitas dan menggelar
pameran produk padat karya penyandang disabilitas serta pemberian
penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas
agar penyandang disabilitas tidak hanya dianggap manusia yang lemah dan
yan@tidak mempunyai kemampuan apa-apa.**

Pen%andang Disabilitas

&

-

Indonesia, sebagai Negara yang bermartabat sangat menghormati,

N o1

mer@.hargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga
()

negé'r,anya tanpa kecuali. Hal ini tersirat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal
S

20, 8an Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
»n

=
Tahgn 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amandemen

u

mer€antumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Bab
V)

-

=3

g Abdul Hakim, Pengantar HukumKetenagakerjaan Indonesia,Berdasarkan Undang-
Undang I‘EﬁmorlB Tahun 2023, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2023), Cet. Ke-1, jilid 1, h.18.

nery
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inilah yang kemudian menjadi bentuk nyata dari perlindungan hak

r ©

h;':konstltusmnal Warga Negara secara umum, termasuk Warga Negara

T o

i&)enyandang disabilitas, di dalamnya terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai

3 ©

gdengan Pasal 28], yang mencakup 26 ketentuan yang tersurat di dalam ayat-
3

yatdan pasal-pasal yang ada.”
-~

; Dari 26 ketentuan yang ada pada Bab XA tersebut, terdapat satu pasal

Buepun-ﬁueggun 1

yan&’mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu
»

Pasalz 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat

kemga'dahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan Pasal tersebut

jelas menggunakan istilah “setiap orang” tanpa dipersyaratkan adanya keadaan

atau kondisi tertentu dari subjek hukum yang dimaksud.

Selain itu, terdapat 3 putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan
pen%:rtian “setiap orang” dalam pasal tersebut, yaitu 1 : Putusan MK Nomor
10-%-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VI11/2009; dan
Putu;?an MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam Kketiga Putusan itu, MK
men:éatakan bahwa, “hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
adalgh jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran,

ketéftinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi

dalaf politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan

el

stru@{ural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi),

<

V)

-

=

§ Miftachul Huda, Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: sebuah pengantar.
(Yogyakatta: Pustaka Pelajar, 2019), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 18.

nery v



AV VYSAS NIN

I,U

B

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

Dt/l.l\_ 24

nd - Yl
C

)

baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang

i;,d1ke;®[al dengan affirmative action. »26

X

% ; Tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of
©

§P §§ ns with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang

[

§Hak§1 k Difabel/Penyandang Disabilitas, dengan diterbitkannya Undang

g-,Undgng Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang

QPenﬁ,esahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan

nasigpal dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak
0]

difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument).
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kes@tan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara

-

n
lainfiya berdasarkan kesamaan hak.

el

8
-
)

- Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

n

samg. dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara
()

Indd};lesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan
S

khusks, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan
»n

=
terhgdap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari

u

berb&gai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang

jure

Miftachul Huda. Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma dan Teori. (Yogyakarta:

Samudra Biru, 2019) Cet. Ke-1, jilid 1, h. 36.
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sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan

r ©

%oerrmnuhan hak asasi manusia universal.

f B

ZKebijakan Publik

3 T

: ~

@ ; Kebijakan disebut efektif apabila pelaksanaanya berjalan secara lancar,
(=

S =

Q.

wajar dan memberikan hasil berupa output dan outcome seperti yang

Bue

n

|reg_gcanakan Dengan kata lain setiap kebijakan yang dibuat dapat

6ue&1n-

dllagsanakan dengan baik.”” Pembentukan kebijakan melewati proses yang
cuk;g panjang, mulai dari penentuan tujuan, identifikasi masalah yang
menghambat tercapainya tujuan, pemilihan dan penetapan strategi,
pelaksanaan dan penilaian, atau evaluasi tentang hasil dan dampak yang
ditimbulkan. Kebijakan tersebut akan dikatakan tidak efektif apabila proses
pelaksanaan kebijakan berjalan tersendat tersendat dan tidak memberikan hasil

yang memuaskan.

Kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis dengan kompleksitas

e3jg

kians terus meningkat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal

—
»

[

mulgi dari individual, organization, institution, community, society,culture,

Pt n

(2]

civi@ation, hingga tingkat global. Perubahan- perubahan tersebut

Pt v

<

men@)pengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik.?® Kebijakan publik

i
-

padz hakekatnya tidak berbeda dengan intervensi pemerintah terhadap suatu

»n
pers§alan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Intervensi

ue

dilakukan untuk tujuan mengembalikan suatu keadaan yang dianggap sudah

Said zainal abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta : Salemba Humanika, 2019), h 239.
Ibid, h 149
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26

tidak relevan lagi dengan keadaan yang dikehendaki secara umum. Kebijakan

%pubg% pada akhirnya tergantung pada implementasi, tanpa implementasi
X

§<eb;akan publik hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna
2 S

fg;da a‘§1 kehidupan masyarakat. Huntington berpendapat bahwa perbedaan suatu
gn a;_ra terletak pada bentuk dan ideologinya tetapi pada tingkat kemampuan
é:negéa itu melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat
@ o

padg; pada kemampuan mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan
-

Q
yangdibuat oleh pejabat dalam negara itu.
0]
< Kebijakan publik yang baik harus disertakan dengan adanya partisipasi

masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan public bisa berbentuk
persetujuan dan penolakan. Huntington berpendapat partisipasi masyarakat
terhadap kebijakan public merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Di
negara — negara yang belum modern sebagian besar masyarakatnya belum

merasa penting untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijakan pemerintah.
V)

Mer’EJ(a merasa kebijakan pemerintah tidak mempengaruhi kehidupan mereka.

[

Dang mereka juga tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk

merﬁ)engaruhi berlaku atau tidaknya suatu kebijakan pemerintah.

JISISAI

Pada sistem pemerintahan negara yang menganut prinsip dasarnya

neg@a hukum maka asas legalitas menjadi dasar dalam penyelenggaraan

perrgrintahan dan kenegaraan. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip

utar%a yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan
<

V)
pem@rintahan dan kenegaraan selain asas kepentingan umum, asas

R
profgsionalisme, akuntabilitas maupun asas lainnya. Prinsip dasar

nery wr



‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z
‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

VY YNSAS NIN
()

&

)

'cc;l)

>

27

o
)

%0

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kenegaraan pada negara hukum

£ ©
Zmaka peraturan perundang-undangan menjadi jaminan untuk Kkepastian
g O
rir:’:_terh(:_\?(.jap hak dan kewajiban rakyatnya.
©
o Dengan asas legalitas pada negara hukum menjadi dasar legitimasi
3

ewenangan bagi pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak
~

-Sue%ln 1Bunpui)

Pug

akyatnya. Asas legalitas menentukan terhadap berlakunya kepastian dan
Z

Bue

persfgmaan perlakuan hukum yang bersumber dari peraturan perundang —
und%gan. Kepastian Hukum akan timbul berdasarkan peraturan yang
merg?beri kewenangan dan kewajiban pemerintah untuk berbuat atau bertindak
dalafn penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang
berdasarkan asas legalitas menggambarkan bahwa tindakan atau perbuatan
tetap mengacu pada undang-undang sebagai hukum tertulis.

Asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan
mencerminkan kewenangan badan kenegaraan, public atau pemerintahan yang
dibeg]kan atau didelegasikan oleh undang-undang, sehingga esensi substansi
asas-::legalitas adalah wewenang. Wewenang atau authority menjadi bagian
yané_ sangat penting dan bagian awal dalam hukum administrasi atau
perrfs;_rintahan karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsi dan tugasnya

<
()
atasglasar wewenang yang ditetapkannya. Kebebasan bertindak pemerintahan

-

S
atasedasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

»n

We@enang erat kaitannya dengan hukum public atau hukum tata negara
~
=

karg»a berkenaan asas legalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

V)
-
dankenegaraan.
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Keberadaan penyandang disabilitas merupakan keadaan masyarakat

£ ©

“fyangcmembutuhkan adanya suatu kebijakan publik yang benar- benar terbukti
T O

3y =

ri_émer}(sl atangkan manfaat maksimal atas implementasi dan intervensi yang
E B

gd upayakan secara konsisten dan profesional.

c 3

3 ==

.§Pe nglitian Terdahulu

& c

2 = Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan
=]

@

pen%lltlan terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap

=

tem% atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang telah

direﬁt':anakan.29 Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian

ini

1.

yaitu:
Skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI RIAU NO 18 TAHUN 2013 (Oleh : Queen Layla)
Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum Peraturan Daerah
@0 18 Tahun 2013 terkait perlindungan dan pemberdayaan penyandang
disabilitas yang dilakukan di dinas sosial kota pekanbaru. Hasil penelitian
5

Elenunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum

e
tersentun manfaat terkait perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana

9A

Berdasarkan peraturan yang ada.
Penelitian ini menjadi relevan dengan objek yang sama yaitu

nerapan hukum terhadap penyandang disabilitas di kota pekanbaru.

eIES Jo A31

@;anelitian ini membahas secara umum hak-hak penyandang disabilitas
<

%dangkan penulis mengkhususkan pada hak pekerjaan penyandang

—]

? Hajar, et.al., Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir, (Pekanbaru : UIN

Suska Riati, 2020), h. 34
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29

disabilitas. Kemudian terkait instansi juga memiliki perbedaan yaitu Dinas
gosial dan Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru.

g_kripsi yang Dberjudul : KINERJA DINAS SOSIAL DALAM
EEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA
EEKANBARU (Oleh: febriani )

Skripsi ini membahas tentang peran dinas sosial kota pekanbaru

lam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kkota

SNENIN !

pekanbaru. Kesejahteraan sosial sudah menjadi hal krusial yang sering

e

dikaitkan dengan penyandang disabilitas dan gelandangan dan pengemis

ne

termasuk di kota pekanbaru. Sering dijumpai orang dengan keadaan
penyandang disabilitas melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang
di kota pekanbaru. sehingga penelitian ini menjadi relevan dan memiliki
berbagai persamaan.

Hasil pembahasan menunjukkan dinas sosial belum efektif dalam
g}engentaskan permasalahan terkait gelandangan dan pengemis. Hal
%rsebut bisa menjadi indikasi terhadap hak penyandang disabilitas bahwa

glereka juga memiliki permasalahan yang sama yaitu kurangnya peran

p_emermtah dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada.
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METODE PENELITIAN

W XeH ©

enis. Penelitian

d

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris
akan penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi
uk&m positif( peraturan perundang undangan) dan dokumen tertulis secara in
actl& (factual) pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan
mas;;arakat. Dalam kajian hukum yuridis empiris selalu terdapat gabungan
duag tahap kajian,yakni tahap pertama kajian mengenai hukum
normatif(peraturan perundang undangan, atau kontrak yang berlaku, dan tahap
yang kedua kajian hukum empiris berupa penerapan( implementasi) pada
peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang ditentukan.®
Penelitian ini  merupakan penelitian yang mengkaji tentang
keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi,
“kaj@n penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat
dan gsenerapan hukum dalam masyarakat”. Menurut Aminuddin dan Asikin,
“pe%;litian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan
perijdang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan
penéiltlan perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal
huk@m adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau
kep@usan hakim (law in book), sementara realitas hukum adalah hukum

S
dala@ tindakan (law in action). Dalam realitas hukum, orang seharusnya

<
bertﬂ]gkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.

—]

@ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram university press, 2020),

Cet. Ke-15jilid 1, h.115.

nery
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Pendekatan Penelitian

g g Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
&
ir;adalérh pendekatan normatif empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan
=
gyang' melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.** Pendekatan
%osi%ogi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-
&

u

asp% hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di

Buep

dalaﬁ masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk
(7))

2
menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah,
Py

kerr@dian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada
penyelesaian masalah.*

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif empiris, ada
beberapa tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-
empiris, yaitu:

1. Pendekatan dengan mengkaji norma hukum secara komprehensif sesuai
w»

§gngan peristiwa hukum atau objek penelitian yang dilakukan.

—
»

géndekatan studi kasus hukum tanpa konflik, diselesaikan oleh pihak

no

Pt

@hak secara damai, tanpa campur tangan pengadilan. Fokus pada
=]

ot

éenerapan hukum normatif pada peristiwa tertentu.
2]

3. Pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui

Jo

&tusan pengadilan. Fokus pada penerapan hukum normatif pada peristiwa

Ibid
" Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2019), h. 17.
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hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi

©

penyelesaian melalui pengadilan
QO
2

Pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung
©

—

atau belum berakhir. Fokusnya pada penerapan hukum normatif pada
3

é_éristiwa hukum tertentu yang masih berlangsung atau belum selesai. Pada

(=
@e pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap

Buepun-6uepun gﬁunpumlg ejdin yeH

) . - :
proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu di
(7))
2

ﬁjgasyarakat atau lembaga hukum tertentu.

QO
Lokasi Penelitian

Dinas tenaga kerja kota pekanbaru sebagai instansi yang bertanggung
jawab kepada pemerintah kota pekanbaru sekaligus diamanahkan berdasarkan
Undang —Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas untuk
menyediakan layanan disabilitas terkait pekerjaan menjadi subjek pada
pen%@itian ini. Beralamat di jalan samarinda nomor 29 Tangkerang utara,
kecghatan Bukit Raya, kota Pekanbaru. Dan Perseroan Terbatas (PT)
Indc%ood Sukses Makmur yang beralamat di jalan Kaharuddin Nasution,
Noré;or 12, kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Penentuan lokasi
penéjtian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan,
dis;ﬁnqping itu menjelaskan secara ilmiah mengapa memilih tempat tersebut

=

sebagai lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan
=

biayg, waktu, tenaga, jarak yang harus ditempuh,sarana dan prasarana di

nery wisey Ju



AV VYSAS NIN

=

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

Pl

>

=

®

h

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

)
[=
o

I ©
i
£
I x
=) (o)
3 ©
g —
gberupa
c 3
3 =
sdimana
3 -
[(e]
SPopl
-2 opY
=
@ (%))
e
w
=

|teuma oleh subyek dan obyek di tempat penelitian.

33

lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif empiris dapat

masyarakat, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat, para pihak

lokasi atau tempat penerapan hukum yang diteliti.

asi Dan Sampel

Populasi dan sampel pada penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah.

Pop%asi adalah kumpulan unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan

orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang

:Jaquins ueyjingaAusw uep ueywnjuesuaw eduey (Ul sin} eA1ey yninjas neyguelbeqes diynbusw buese|q -

sama.*®
Tabel 3.1
Populasi dan Sampel
No Responden PopulasiSampel| Persentase
Unit pembinaan penempatan dan

1 perluasan kesempatan kerja Dinas 1 1 100%
. |Tenaga Kerja kota Pekanbaru
7.;’ Bagian human resource development

1 1 100%
3_2 (HRD) PT Indofood Sukses Makmur R
R
=- | Penyandang disabilitas yang melamar
53 di PT Indofood Sukses Makmur (mei 3 3 100%
o [2024)
4
= Sumber : Data primer, 2024
«
'3'; Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari
=
populasi yang ada.>* Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah

=]
wn
o]
=
L&)

bid, h. 106

» Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2022), h. 118
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total sampling. Total sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang

QLAeH

um

Dat

hnya sama dengan populasi.®

XS

dio ye

‘Dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian

S NINRIW e}

dancdiuji kebenarannya. Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh

AS

Iand%ung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan

menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1.

no

Bahan hukum primer, Undang Undang No 8 Tahun 2016 tentang
Qenyandang disabilitas dan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 provinsi
V)

Riau dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan

[

V]
dengan masalah yang diteliti.

Eahan hukum sekunder, yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip
<

()

dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang
<

diteliti.

g

gahan hukum tersier, yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun

u

fnjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

Se| Jrie

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja

L

Grafindo Persada, 2020), h. 30
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hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian

©
mi.
QO
=
©  Sumber data sekunder diperolen melalui studi kepustakaan dan studi
©
dokgmen. Studi kepustakaan meliputi, buku, jurnal, prosiding seminar,
makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literature hukum atau
(=
ahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen
@)

yang meliputi, dokumen hukum peraturan perundang undangan secara
-

e

hierarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian atau kontrak dan dokumen
)
Iainﬁya.

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang
diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data
yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa
diperoleh dari responden dan informan beserta narasumber.

;,UB Sumber data dalam penelitian hukum normatif empiris adalah data
a

sekunder ( data kepustakaan dan dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan
V]

8
bahan hukum meliputi,bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan
¢

hukém tersier dan bahan non hukum, serta data primer yang diperoleh
()

Ianéung dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok

Q
masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada
=

pené.iiti yang dikenal dengan responden dan informan.
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Teknik Pengumpulan Data

g g Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai
&

gsun@er dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan
gbahgj’h hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan,
gdokgjnen-dokumen resmi, judul, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-
S =

%ite@ur yang lain erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas

Bue

berd@sarkan bahan hukum sekunder.

% Dalam penelitian hukum normatif empiris ada dua macam yaitu data
prings;r dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam
penelitian hukum normatif empiris dapat digunakan secara terpisah maupun
secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi,
pengumpulan data sekunder(kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi
pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer(data pada objek
penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan

2] .. .
serta; narasumber, angket( kuisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi

n
terhadap lokasi penelitian yang dilakukan.
V]

=
. Analisis Data

AU

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera
dioIE:h oleh peneliti. Mengolah data sedemikian rupa sehingga akan
menc'riudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui
keg%tan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan
pené’itian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian

mela'(ukan pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian hukum

V)
norrgatif empiris umumnya dilakukan melalui tahap- tahap sebagai berikut:

nery
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Pemeriksaan data

©

Renandaan data
QO

l?lasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang
©

telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti.

3

Penyusunan atau sistematisasi data
=

Validasi data
Z

g’nalisis data

(]

o Analisis data dalam penelitian hukum normatif empiris dilakukan
secagé kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan penelitian
hukum yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau
telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang
telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori atau studi pustaka. Analisis
data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka,
sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif, dan
men§uraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah

n
dibaga dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi

drwe

doké:men dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari
<

()

setigp penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena
<

penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Penelitian ini
»n

merfggunakan metode kualitatif.
oY)

=
& Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah
V)

mer%analisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para
A

resp?)nden dan informan. Analisis data diartikan sebagai proses
=

nery v
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0/d

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan

©)
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis
QO

JeH

erjg seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan
©
mengadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.

'"SL?“”

unpu

16

w

Analisis kuantitatif adalah analisis data yang didasarkan atas

A1

er@ungan atau angka atau kuantitas (jumlah, misalnya menggunakan angka

Bueggp-ﬁuepun

statgﬁc. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak
(7))

men;gsgunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi)
Py

darigdata, dan bukan kuantitas. Dan kedua analisis data ini, dapat digunakan
dalam penelitian hukum normatif empiris.

Analisis data dan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif
empiris dilakukan sebagai berikut, yakni analisis yuridis normatif dimulai
dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier

secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-
w»

und%hgan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah.
Kenfpdian menggunakan analisis secara kualitatif atau kuantitatif sesuai
=

-

denEcén data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui, observasi,
=]
anglgét (daftar pertanyaan), maupun hasil wawancara langsung kepada

2]
respgnden maupun informan berdasarkan pendekatan lain yang sesuai dengan
Q

rumgsan masalah. Untuk kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun
=

suatg argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.
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©)
i PENUTUP
~
simpulan
=
o Dari pemaparan yang sudah disampaikan diatas dapat diambil
3

esimpulan antara lain.
-~

gerusahaan dalam melaksanakan kewajibannya mempekerjakan
Bényandang disabilitas belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam
*

;eraturan daerah nomor 18 tahun 2013 pasal 11 tentang pemberdayaan dan
gémberdayaan penyandang disabilitas. Masih terdapat perusahaan-
perusahaan yang belum menjalankan amanah dari peraturan dimasksud.
Dalam hal ini termasuk perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru.
Pemerintah dalam hal ini yang diwakili olenh Dinas Tenaga Kerja Kota
Pekanbaru sebagai instansi yang menjalankan unit layanan disabilitas di
bidang ketenagakerjaan, belum dapat memberikan hasil yang maksimal
@U':agi terserapnya tenaga kerja penyandang disabilitas. Kecenderungan
%stansi untuk pasif menjadikan perusahaan dengan leluasa secara sepihak
éalam merekrut pekerja atau mitra mereka. Dinas tenaga kerja hanya
céfmpil sebagai media formal yang memberikan keterangan formal terkait
[%yak atau tidak layaknya penyandang disabilitas untuk bekerja.

Eara penyandang disabilitas harus dihadapkan pada berbagai kenyataan
gang sebenarnya merupakan penghambat bagi didapatkannya suatu
=

fekerjaan yang layak dan manusiawi. Proses atau langkah formal yang
V)

F%rsedia menjadikan ruang gerak penyandang disabilitas dalam mendapat

se

pekerjaan semakin terbatas. Ketidakjelasan terhadap kepastian lapangan

nery v

55



AV VYSAS NIN

JoiU

&

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

5

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

)

Jlaquuins ueyingakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAley ynirges neje uelbeqgas dinbusw Buelejq “|

:ni‘ I

Buepun-Buepun 16unpuiig e3d1d ¥eH

56

pekerjaan bagi penyandang disabilitas sudah dapat diketahui dari peraturan

©

yang kurang tegas dan pasti untuk memberikan dan menjamin hak
QO

g}emperoleh pekerjaan. Keadaan disabilitas yang juga menjadi kendala
©
ttama yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri, pergaulan
3
sosial dan masyarakat turut menambah kesulitan dalam mendapat
=

%kerjaan yang layak.
»

: Sargn

=

1. %erusahaan yang terkait diharapkan lebih mematuhi peraturan yang ada.

&igma terhadap penyandang disabilitas yang lebih kearah negatif tidak
terbukti akan merusak suatu sistem kerja. Bahkan jika benar-benar
dilaksanakan penyandang disabilitas dapat memberikan nilai yang baik
bagi suatu perusahaan.

Diharapkan Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
yang menjalankan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan untuk
%bih aktif dalam memberikan kepastian untuk memperoleh pekerjaan para

»

genyandang disabilitas. Tidak hanya bertindak sebagai media formal

Pt

g_ertifikasi calon pekerja disabilitas yang layak namun turut aktif sampai

Benar benar penyandang disabilitas ditempatkan di pekerjaan yang layak.

u
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PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Samarinda No. 29 Telp. 21264 Tangkerang Pekanbaru 28282

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9 /DISNAKER/ 507/2024 ?
Yang bertandatangan dibawah ini :
a. Nama . FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si
b. Jabatan . Kepala Sub Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
Dengan ini menerangkan bahwa :
a. Nama : MHD ADAHAM HASIBUAN
b. NIM 12020716694
c. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
d. Jurusan . ILMU HUKUM
Maksud . Telah melaksanakan pengambilan data di Kantor Dinas Tenaga Kerja

Kota Pekanbaru untuk izin pengumpulan data / informasi penelitian
dengan judul: “PEMENUHAN HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI PERUSAHAAN INDOFOOD SUKSES MAKMUR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NO 18 TAHUN
2013".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

a.n. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PEKANBARU
Kasubbag Umu

FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si
Penata Tk |
NIP. 19770406 200701 1 005



